BAB Y

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Peningkatan penetimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Serang

dilakukan melalui program intensifikasi pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak
(WP). Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan
pajak terhadap objek serta SLlﬁ]ek pajak vang telah tercatat atau terdaftar dalam
administrasi Direktorat .fendéral Pajak (1JP), dan dari hasil pelaksanaan
ekstensifikasi Wajib Pajak (Wi’). Sedangkan, eksiensifikasi WP adalah kegiatan
yang berkaitan dengan penanfbahan ‘umlah WP terdaftar dan perluasan objek
pajak dalam adminisirasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:

1. Administrasi paja< pada KZPP Serang befum memanfaatkan perkembangan
teknologi informasi. Mulai dati pendaftaran WP (e-regisiration), pembayaran
pajak (e-payment), hingga peiapomﬁ (e-filling).

2. Intensifikasi pajak pada KPP Serang dilakukan melalui upaya pengawasan dan
tertib  administresi.  Pelaksanaan imensifikasi  pajak  telah  berhasil
meningkatkan pezwrimami PPN sebesar Rp.38,062,193,290 dalam kurun
waktu 5 tahun yaitu tahun anggaran 2002 s/d 2006, dengan rincian sebagai

berikui:
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a. Tahun Anggaran 2OD2, meningkatkan penerimaan PPN sebesar
Rp.7,216,653,062. Atau mempuayal kontribusi sebesar 0.80% dari
realisasi penerimaan.

b. Tahun Anggaran 2003, meningkatkan penerimaan PPN  sebesar
Rp.7,090,970,518. Atau mempuavai kontribusi sebesar 0.85% dari
realisasi penerimaan. |

¢. Tahun Anggaran 2064, meningkatkan penerimaan PPN sebesar
Rp.8,017,091,377. Atau mempunvai kontribusi sebesar 0.91% dari
realisasi penerimazn.

d. Tahun Anggaran 2005, meningkatkan penerimaan PPN sebesar
Rp.6,519,120,571. Atau mempuayai kontribusi sebesar 1.50% dari
realisasi penerimaan.

e. Tahun Anggaran 2006, meningkatkan pererimaan PPN  sebesar
Rp.9,218,357,762. Atau mempunyai koniribusi sebesar 1.75% dari
realisasi penerimaar.

. Ekstensifikasi Wajib Paja}s;: (WP) pada KPP Serang dilakukan melalui upaya
penyisiran wilayah, diantaranya: kawasan perdagangan, kawasan industri, dan
kawasan wisata. :Sed:mgkﬁn upaya lainnya dilakukan melalui pemanfaatan
data, diantaranya: surat ijixﬁ usaha, [MB, dan asosiasi pengusaha. Pelaksanaan
ekstensifikasi Wajib Pajak tidak depat meningkatkan penerimaan PPN karena
nilai koefisien (b) negatif, dengan persamaan:

Y =2,280,007,791,676.16 - 234,052.362.41X
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Hal ini berarti terdapat hub@ngan nepaiif antara variabel X dengan variabel Y.

Melalui data pada tabel 9. terlihat bahwa peningkatan jumlah WP setelah

ekstensifikasi (variabel X} tidak ditkuii oleh peningkatan pada realisasi

penerimaan PPN (variabel Y)

. Berdasarkan output SPSS,édiperori;ah koefisien korelasi sebesar -0.846, yang

berarti terdapat h:ubunganéyang cegatif antara variabel X dan variabel Y.

Koefisien determinasi pers;amaan garis dan nilai p dapat dilihat dari tabel

Model Summary pada k:olo%n R Sguere bernilai 0.715 artinya persamaan garis

regresi yang diperoleh dapr%lt menerangkan 71.50% hubungan antara variabel

X dan variabel Y. Besarnyzé. nilai kosfisien determinasi adalah R? = -0.846° =

0.7157. |

. Dari hasil pengujian hipoteéis, dapat disimpulkan bahwa Hp diterima karena t

hitung lebih kecil dari ¢ tal:;ei (-2.744 <2.766). Hal ini berarti nilai konstanta

maupun koefisien regresi udak signifikan, sehingga tidak ada hubungan linier

antara jumlah WP setelah ekstensifikasi dengan realisasi penerimaan PPN.

. Hambatan pelaksanaan inte?nsiﬁka:;i pajak dan ekstensifikasi WP diantaranya

yaitu: :

a. Adanya praktik KEN yang melibatkan Wajib Pajek dan Petugas Pajak,
schingga potensi pemasi,lkan dari Wajib Pajak jumlahnya menurun.

b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal int
dilakukan melalui linda;k_an pengeiakan pajak (Tax Evasion) dengan cara

menyembunyikan sebagian dari peaghasilannya.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitieém dan pembahasan pada bab sebeluranya, maka

saran yang dapat diberikan pem;liis kepada pihak-pihak yang terkait diantaranya:

1. Untuk memudahkan sisterré pembkayaran pajak, penulis menyarankan adanya
pengembangan komputeria;si sistemi perpajakan, terutama berkaitan dengan
pembayaran, pelaporan pajz;k, konfirmasi faktur pajak dan SSP secara on-line,
sehingga kontak antara WP dengan aparat pajak dapat dikurangi bahkan
dieliminir, karena tidak sedgikit WF vang merasa bahwa prosedur pembayaran
pajak cukup sulit dl.ilakukané secara langsung.

2. Untuk menghindari adanyafpraktik KKN antara WP dan Petugas Pajak, maka
penulis menyarankan agar c;liadakz-mnm peningkatan pengawasan administrasi
pembayaran masa PPN dan peningkatan pengawasan atas WP besar.

3. Untuk meningkatkan keésadaran masyarakat di  wilayah KPP yang
bersangkutan penulis me}ayamnk.an agar ciadakan penyuluhan tentang
pentingnya membayar pajak secara efekiif melalui kerjasama dengan instansi

pemerintah setempat atau departemen terkait.
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Regression

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Realisasi Penermaan PPN

Model Summary®

Descripiive Statistics
Muan Std. Deviation
B o PPN 715,742,232,747.00 |  218,400,231,845.804
Jumilah WP setelah .
Ekstensifikasi £,663.40 789.138
Correlations
Realisasi Jurniah WP
Penerimaan setelah
PPN Ekstensifikasi
Pearson Correlation Realisasi
Penerimaan PPN 1.000 --848
Jurnlah WP sstelah
Ekstensifikast --€46 1.000
Sig. (1-taited) Realisasi 036
Penerimasn PPN )
Jumlah WP setelah 036
Ekstensifikasi =
N Realisasi 5 5
Penerimazn PPN
Jurniah WP setelah 5 5
Eksiensifikast
Variables En’teﬁ@éiRemme{&b
Variables Varialias
Model Entered Removed Method
1 Jumlah Wk
sefalah Entar
Fksternsifikasi

; Adusted R Sid. Error of the
Madel R R Square Square Estimate
1 -.846° Nk B20 | 124,603,971,772.800

a. Predictors: (Constang), Jumiah WP setelah Ekstensifikasi
b. Dependent Variable: R&Zzaﬁsasi Fenedmaan PPN

ANOVAP
Model : Sum of Squares df
1 Regression 136,455,682 570,997,000,000,000 1
Residuat . 54,354,587 £51,039,600,000,000 3
Total 190,810,370,222 035,700,000,000 4




AMOVAD

Model s fean Square F Sig.
1 Regression 136,455,682 570,997,000,0006,000 | 7.531 0718
Residual 18,118.228,217,013,220,000,000
Total
a. Predictors: {Consiant), :dumlah V¥I° setelah Ekstensifilkast
b. Dependent Variable: Realisasi Penesimaan PPN
Cosfficients®
Standardized
Unstandardized Coefiicients Coefficients
Model = Std. Error Beta
1 {Constant) ©2,280,007,791 676.15 573,166,807,118.87
Jumiah WP : '
setelah -234 952,362 .41 85,285,478.57 | -.846

Ekstensifikasi




Cosfiicients?

95% Confidence Interval for B
Maodel -t Sig. Lower Bound Upper Bound
1 (Gonstanh) :3.978 ¢ .028 455,935,204,049.5 | 4,104,080,379,303
Jumitah WP :
setelah -2.744 | (71 -535,468.816.58 37,364,093.76
Ekstensifikasi .
a, Dependent Variabie: Realisasi Penerimaan PPN
Residuals Statistics?
Mirdrmum Maximum
Predicted Value 468,101,883,472.00 928,589,479,936.00
Residual -1?0,288,989,%200{20 144,565,553,296.000
Std. Predicted Value ' -1.362 1.1582
Std. Residual ~1.265 1.074
Residuals Statistics®
. Mean Sid. Deviation N
Predicted Value 715,742 232,747 .00 184,6809,541,5633.673 5
Residual : 200 116,5790,459,005.530 5
Std. Predicted Value 000 1.000 5
Std. Residual . 00 .866 5
a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PPN
Charts
Scatierplot

Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PPN
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 TABELU
RILAI-NILAI DALAM DISTRIEUSI

o untuk uji dua fihak (two tail test)

050 [ 020 | ©i0 @ 005 [ o002 | 001
o untuk iuji satu fihak {on2 tad {=st)

dk 0,25 C.10 o.cas | 0025 1 001 0 005
1 1,000 | 3078 6314 | 12,706 | 31821 | 63,657
2 0,316 S 886, | 2623 | 4703 6,965 9,928
3 0,765 1638 2353 | 3,182 4,541 5,841
4 0.741 1533 2132 2,775 3,747 4,604
5 0,727 | 1,486 20153 2,571 3,355 4,032
6 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3707
7 0,711 1,415 1 895 2,365 2,998 3,493
8 0,708 1,397, 1.B63 2,306 2,395 3,255
9 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250
10 0,700 | 1,372 1,812 2,228 2,734 3,165
11 0,697 | 1,383 1,793 Z,201 2718 2,106
12 0,695 1,378 1,782 2,176 2,631 3,055
13 0,692 1,350 1.771 2.160 2.650 3,012
14 0,691 1,345 1.751 2,14 2624 2.977
15 0,690 1,341 1,753 2,132 2623 2,947
16 0.689 | 1337 17435 2,420 2,583 2,921
17 0,588 1,333 1,741 Z 01 2567 2,898
18 0,588, 1,330 1.743 2,101 2552 2,878
19 0,687 1,328 1,728 2,083 2533 2,861
20 0,687 1,325 1,725 2.086 2528 2,845
21 10,586 1,329 1,721 1 2080 2,518 2,831
22 1 s8¢ 1,321 AT 2.074 2505 2,81
23 0,885 1.31¢ 1,714 2088 2500 | 2,807
24 C.685 1.319 1711 ] 2064 2,492 2797
25 0,684 = 1,516 1708 | 2000 2,485 P
206 0,584 1,314 1,700 2,056 2,479 2079
27 0.644 1,314 §7U3 o 2,082 2,873 2775
28 0.683 1313 | ovcr b 2048 2,467 | 2,753
29 0,682 1,311 0 1,699 ¢ 2045 2462 1 2756
30 {0,883 1,310 1065 1 2042 2,457 2,750
40 0.6¢! 1,303 1,684 2.021 2,423 2,704
| B0 0.679 1,296 1,571 2.000 2,380 2,680
120 0.6/7 1,289 1588 ‘ 1,800 2,358 2,617
w 0.674 1,282 1,545 1.950 1 2,326 2,576
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SURAT EDARAN DIREXTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE -~ G5/PJ.3/2001

TERTARG
PELAKSANAAN EKSTENSIFIKRSI WRJIR PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK
DIREKTUR JEHDERAL PAJAR,
Dalam rangka meningkatkan Jumlan wajilr Pajak terdaftar dan
mengoptimalkan penerimaan ipajak, dipancang perlu untuk menegaskan
hal-hal vyang berkaitan dengan pelaksanazn ekstensifikasi Wajib
pajak dan intensifikasi Pajak Psnghasilan (PPh) Pasal 25, PpPh

pasal 21, dan Pajak Pertampahan Nilai (PPN).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan sebagai
berikuat :

1. Pengertlian
Dalam Surat Rdaran ini veng dimaksud dengan:
1.1, Ekstensifikasi Wa3in Paiak adalah kegiatan yang

berkaitan dengan penarmbahan Suwlah Wajilb Pajak terdafrar dan
perluasan cbjek paZak dalam adminsstrasi Direktorat Jendexal Pajak
(DJP) . ‘

1.2. Intersifikasi pajak adalah kegliatan optinalisasi
penggalian penerimaan pajak terhadsp objek serta subjek paijak yang
telah tercatat atau terdaftar Az am administrasi DJP, dan dari
hasil
pelaksanaan ekstensifikasi Wajis Pejak pada angka 1.1.

1.3. Pemeriksesan adailah Femeriksaan Sederhana Lapangan
(PSL) vang dilakugan untiuk tuliuan iain dalam rangka pemberian
Momor FPokok Wajilk Pailak (MPWEy dan atau pengukuhan ssbhagai
pPengusaha Kena Pajak (PKF], der srtae untuk penentuan besarnya
peredaran usaha ataupun Humian pajak yang harus dibayar dalam
tahun berjalan. :

zZ. Ruang lingkup pelaksanrzan keglatan eksvensifikasi Wajib
Pajak dan intensifikasi pajalk, meliputis

2.1. Pemoerian NPWP dsr atau pengukuhan sebagai PKF,
termasuk pemberian NFWP secara -“ebatan terhadap Wajib Pajak PPh
orang pribadi yang berstatus sebegal karyawan perusahaan, orang
pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukimnan
atau perumahan, dan orang pribadi lzinnva {termasuk orang asing
yang bertempat tirggal di Indopeslis atau orang pribadi perada di
ITndonesia lebih dari 183 thari dalem jangka waktu 12 bulan), yang
menerima atau memsercleh’ penghasilan melebihi batas Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP};

2.2. Pemberian NPWP dilcka usaha, termasuk pengukuhan
sebagai PKP, terhadap orang pribadi  peagusaha tertentw Yyang
mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan




atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan
industri atau seatrs ekonomi lazinnye;

2.3, Pemoerian ‘NPWE dan  avaa pengukuhan  sebagal PKP
terhadap Waijib Pajak badﬁn vang berdasarkan daeta yang dimiliki
atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan
atau PKP baik di domisili -atau lokasi;

2.4. renantuan jumlah angsuren PPh Pasal 25 dan atau
jumlah PPN yang harus disetor dalism %tanurn berjalan, dinulai sejak
pulan Januari tahun yang bersangkatan;

2.5. Penentuan fjumlah PPN yang terutang atas transaksi
penjualan dalem tahun berjalan, shusuasnya untuk PKP Pedagang
Eceran, yang meapunyail: usaha di sentra perdagangan atau

perbelanjaan atau p@rto&can atau perkantoran atau mal atau plaza
atau sentra ekonoml lalpnya.

3. Unit ¢rganisasi yang melaksanazan kegiatan ekstensifikasi
Wajib Pajak dan intensifikasi pajak:
3.1. Seksi Pengolahen stz dan Informesi (PDI) pada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Hantor Penyualuhan Pajak yang
perada diluvar kota kedudukan EFE;

3.2. Dalam hal kegiztan ekstensifikasi Wajib Pajak dan
intensifikasi pajak dimaksudkarn untuk menghitung jumlah pajak vang
terutang, Kepala KPP dapak menanjuk patugas pads Seksi PFh, Seksi
PPN dan Pajak Tidak Langsung Leinnya, serta seksi lainnya di KPP
untuk diperbantukan pada Seksi PRI dan atau Kantor Fenyuluhan
Pajak; :

3.3. Khusus untuk pelaksanaan keglatan ekstensifikasi
Wajib Pajak dan intensifikasl pajak dalam tahun 2001, dilakukan
oleh Tim atau Satuan Tugas yang ¢ircoordinir oleh Repala KEP dengan
pengarahan dan pengawasas olen Xepala Kantor Wilayah (Kakanwil)

DJP.
4. Fetugas pelaksana YEING melaksanakan kegiatan
ekstensifikasi Wajib pajak dan intensifikasi pajak adalsh FPetugas
vang memenuhl kualifikas sabagai pelaksana kegiatan
ekstensifikasi Wajib Pajak dan irtensifikasi pajak, meliputi:

4.1. Petugas yang dizunjux oleh kepala XPP;

4.2. Petugas nantor Fenyuluhan Pajak vang ditunjuk oleh
Kepala KFPP;

4.3. Petugas lain yanyg ditunjuk oleh Kakanwil DJP.
5. Data yang digunakar uﬂtuk pelalksanaan kegiatan
ekstensifikasi Wa’ib Pajak dan intensifikasi pajak meliputi data
intern dan data ekstern, antara lsin:

5.1. Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya
6.600 Watt atau lebih;

8.2. Pe1anggan'teikGT dengan pembayaran pulsa rata-rata
perbulan Rp.300.000,- atan lebun;

5.3. Pemilik mobll dengan nilail Rp. 200.000.000,- atau

lebih, atau pemilik motor denger nilal Rp.100.000.000,- atau
labih; :
5.4. Pemegang Paspor Indenesia, kecuall pemegang paspor
Haji dan pemegang Paspor Tenzga Kerja Indonesia (tidak termasuk
awak pesawat terbang ataw kapa. rauat);



5.5. Tenaga Kerja Reinz ({expatriate} yang bertempat
tinggal atau berads d-. Indones:s lebih dari 183 hari dalan jangka
waktu 12 bulan;

5.6. Karyawan . lokal gedutaan besar asing atau
organisasi internasional; .
5.7. Pemilik tanah dan «tau bangunan dengan Nilal jual

Objek pajak (NJCP) Rp.1.000.000.CC3.- atau lebih berdasarkan data
kartu jalan atau peta blok atau DR szau data SPOF;

5.8. Data orang pribad: atsu badan selaku penjual atau
pembeli tanah dan atau bangunan dari Laporan Pejabat Pembuat Akta
Tanah {PPAT) atau informasi Aerz Motaris dengan nilail
Rp.60.000.000.~ atau lebih;

5.9. Pemiiik telepon selular pasca bayar;

5.310. Pemagang kartu kredit;

5.11. Pemagang polis ateau premi asuransi;

5.12. Femegang kartu ksanggotzan Golf;

5.1i3. Artis;

5.14. Pemiliik atau Fenyvewa ruaang apartemen atau
kondominium;

5.15. Pemilik kapal pesiar atau "yacht", "speed boat",
dan pesawat terbany;

5.16. Pemilik saham vang Jdiperdagangkan di pasar bursa;

5.17. Femilik rumah sewsz dan kost;

5.18. Pemegang saham, kemnisexris, direkbur dan pensrima
dividen;

5.19. Femilik atau penyewa atauw pengguna dan pengelola
rieangan pada senfra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan
atau perkantoran atau mal atau poaia &tau kawasan industri atau
sentra ekonomi lainnya.

5.20. subjek pajak yang perdasackan data pada lampiran
Surat Pemberitahuan {SPT}, telan memenuhl syarax sebagai Waljib
Pajak, tetapi belun mempunyal NPWF:

5.21. Data yang ditemuxan paca pelaksanaan kegiatan PSL.

6. Pencarian data sebagaimmna dimaksud pada angka 5 diatas,
dilakukan oleh : _
6.1. Untuk Wilayah Dasran Ehusus Ibukota Jakarta:

6.1.1. Direktorat Informasi Perpajakan  Kantor
pusat DJP, untuk data pada angke 5.1 sampal dengan angka 5.6;

6.1.2. KPP, urtuk data pada angka 5.7 sampal
dengan angka 5.21 darn data lainnya, dalam hal sumber data berada
di wilayah KPP tersebut.

6.2. Untuk  Wilayah fluar Dasrah  Khusus Ibukota
Jakarta, Jjika pade kcta kedudukan Xapwil DJP terdapat lebilh dari
satu KPP: '

6.2.1. Kamwil ©DJP, untuk data pada angka 5.1
sampai dengan angka 5.6;

6.2.2. KPP, untuk data pada angka 5.7 sampai
dengan angka 5.21 dan data lainny:z, cdalam hal sumber data berada
di wilayah KPP tersebut.

6.3. Untuk  Wilayah  diluar Daerah  Khusus Ibukota
Jakarta, jika pada kota kedudukan Karwil DJP hanya terdapat satu
KPP, dilakukan oleh KPP.

6.4. Untuk Wilayah  diluar Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, diluar kota kedudukan Kanwil DJP:




§.4.1. KPP, dalam hal sumber data berada di kota
kedudukan KPP;

6.4.2. Kantor Penyaluhar Pajak, dalam hal sumber
data berada di luar kota Kedudukan EPP.

6.5, Khusus untuk data weza blok dan DHR sebagaimana
dimaksud pada angks 5.7, KFPEB ber ajiban untuk menyampaikan ke
KPP dalam wilayah <erja terkait. Dslam hal terdapat perubahan data
DHR, KPPBB berkewajiban mengirimka: psrubahan data tersebut kepada
Kepala KPP terkait setiap-akhir balan;

7. Persiapan pelaksanaan ksglatan.

Agar pelaksanaan kegiatar ekstensifikasi Wajib Pajak dan
intensifikasl pajak dapat dilakul sesuai dengan tujuan yang
diharapkan, maka pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan
intensifikasi pajak harus direncapakarn dengen sebaik-baiknya
dengan ketentuan sebagal berikut:

7.1. KPP melakukan idencifikasi terhadap data yang
diperoleh pada angka € diatas, «dan mencocokkannya dengan data
Master TFile Lokal {MFL) malalwl program Sistem  Informasi
Perpaiakan (SiP); :

7.2. KPP membuat daftar nominetif Waijib Pajak yang

belum mempunyai WNPWP dan atau Surat Fengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (8P PKP) sesual dengan data vyarg dimiliki, sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I Suzat Edaran ind;

7.3. KPP mempersiapkan S&rana dan prasarana
administratif vang diperlukan;
7.4, KPP melaksanakan ioordinasi dengan instansi di

luar DJP vang terkait dalam pelaisanaan keglatan ekstensifikasi
Waiib Pajak; '

7.5. KPP membudt dan mengirimian Pemberitahuan kepada
Wajib Pajak vang terdapat dalam da » nominatif dimaksud pada
angka 7.2 dengan menggunakan form:lir sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran II.1 ({(untuk Wajib Fajsk di wilayah pemukiman) dan
Lampiran II.Z {untuk Wajib 2Pazak di sentra perdagangan atau
perbelanjaan atau pertokeoan atzu perkantoran atau mal atau plaza
atau kawasan industri atau senutra ekonomi lainnyal Surat Edaran
ini.Pemberitahuan tersebut dikirin dengan melanmpirkan formullr
surat Jjawaban Wajib Pajak (Lamgiran IIT dan Lampiran IV 3urat
Edaran ini), formulir pernyataan Wajib Pajak mengenal besarnya
peredaran usaha (Lampiran V 3Surat Edaran ini), formulir Surat
Setoran Pajak, formulir SPT Masa PPN, formulir Pendaftaran Wajib
Pajak, dan Leaflet Penyuluhan Fajak (Lempiran VI Surat Edaran
ini); :

7.6. Kakanwil  DJP dapat menencukan prioritas
peiaksanaan ekstensifikasi Waliil Paiak dan intensifikasi pajak;
7.7, Kakanwil DJP dapat menentukan besarnya nilal yang

tercantum pada angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, darn 5.8 disesuaikan
dengan kondisi di wilayah masing-masing.

B. Pelaksanaan Skstensifikas: Wajio Pajak.

Sesuai dengan tujnan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak,
prioritas utama kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan
untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan atau PEP.

g.1. Eias Pemberitahuan vang dikirim kepada Wajib Pajak
terdapat beberapa kemungkinan:




g§.1.1. Waiib Pa-ak menanggapi dan bersedia untuk
mendaftarkan diri dan diberikar NPFWP den atau dikukuhkan sebagai
PEP dengan mengisi formulir pendafzaran Wajik Pajak dan atau PEE;

§.1.2. Wajib Palak tidak menanggapl Pemberitahuan,
walaupun Pemberitanuan telah diterima;

£.1.3. Wajib Pziak menanggapl Pemberitahuan dengan
menyatakan bahwa yang bersangkutan ticak wajib memiliki HPWF dan
atau belum perlu dikukuhkan sebagal PEE;

§.1.4 Wajib Pssak menanggapl Pemberitahuan dengan
menyatakan bahwa veng bersanghutan sudal. memiliki NPWP dan atau
telah dikukuhkan ssbagai PKP;

£.1.5 Wajib Pa-ak menznggapl Pemberitahuan dengan
menyatakan bahwa vang persangiutan sudah wmemiliki NEWP dan
dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnva; atau

8.1.6 Walib Pajak tidak menanggapi oleh Xkarena
Pemberitahuan kembali dari Kanter Pos (Kempos).

B.2. Terhadap Wajib Pajal vyang berusaha di sentra
perdagangan atau perbelanjsan az&u pertoksan atau perkantoran atau
mal atau plaza ataun ssntra ekonomi lainnya, seluruhnva dilakukan
PSL. :

3.3. Terhadap Wajik Pajak selain yang dimaksud dalam
angka 8.2. sepanjang memenuhi xeadaan dimaksud pada angka 8.1.1.
dilakukan proses pemberian NPWy can atal perngukohan sebagal PEP
sesuai ketentuan yang oerlaku.

g.4. Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam
angka 8.2. sepanjang memenuhl readasn dimaksud pada angka 8.1.2,
oleh Seksi PDI data Wejib Pajak tsrssbut diteruskan ke Seksi Tata
Usaha Perpajakan zantux dilakukar proses pemperian NEWER dan atau
pengukuhan sebagai PKP seiara jafatan sesual dengan tata cara yang
sudah ditentukan. ;

g8.5. Terhadap Wajib Pajzk selain yang dimaksud dalam
angka 8.2 sepanjang mamenihi keacaan dimaksud pada angka £©.E.3 dan
angka 8.1.6, dilakuxan PSL.

&.6. Terhadasp Wajib Palek selain yang dimaksud dalam
angka 8.2. sepanjang memenuhi kzadazn dimaksud pada angka B8.1.4
dan 8.1.5, ditakukan pencocokan cengan data MEL:

B.6.1. Dalam hai Wajib Pajak telah terdaftar
dengan nama dan alamat domisiii #ajio rajak sesual dengan MFL,
dilakukan updating dalam dafter dimaksud pada angka 7.2 dengan
membubuhkan catatan bahwa Walib Pajek sudeh terdaftar dan
sekaligus mencantumkan NPWP dalsm kolon keterangan;

8.6.2. Dalam ha: Walilb Pajak telah terdaftar namun
nama dan alamatnya %erbeda dengsr. dats MPL, dilakukan PSL;

3.6.3. Dalam hal Wadib Pajak ternyata belum
terdaftar, dilakukan ZSL.

9. Pelaksanaan inzensifikasi paiak.

Kegiatan intensifikasi paiak dan atau pelaksanaan
ckstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan melalui pemeriksaan
harus memperhatiken hal-hal sebagai berikut :

9.1. Dal.am Pral ditemukan kewajiban untuk melakukan
pembayaran PFh cdan atau PPN cialam  tahun berjalan, kegiatan
pemeriksaan dilanjutikan .dengan penerbizan Surat Tagiban Pajak
{STP) PPh dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar {SKPKE} PPN,
dengan mempernatikan hal-hal sabagal berikut @



9.1.1. BApabila kswaiican perpajakan telah ada
sejak awal tahun dilskukan penerikssan, S$TP PPh dan atau SKPKB
PFN yang diterbitlan meliputi bu Januari sampai dengan bulan
terakhir sebelun dilakiukan pemeriksaan dalam tahun yang
bersangkutan (tidak termasuk bulan dilakukannya pemeriksaan);

9.1.2. Apabila kewsjiban perpajakan timbul setelah
awal tahun dilakukannya pemeriksasn, STP FPh den atau SEPKE PPN
yang diterbitksn meliputi bulan sejak timbulnya kewajiban
perpajakan sampal dengan bulan cterakhir ssbelum dilakukan
pemeriksaan dalam tahun vang oaisangkutan (tidak termasuk bulan
dilakukannya pemer.ksaan).

L2, Datam hal i ditenikan adanya kewajiban perpajakan
tahun—-tahun sebelumnya {gSepanjang beium melewati batas daluarsa
penetapan pajak), agar dibuatkarn usulan pemeriksaan khusus.

9.3. Teraadap Wajib Pejax orang pribadi pengusaha
tertentu, supaya dlbe@ikan penjelasan mengenai kewajiban
menghitung dan membayar angsursan FPh pasal 25 sebesar 1t dari
peredaran usaha disetiap lokasi usehe-nya. Dalam pelaksanaan Surat
Edaran ini, pembayaran sebesar 1% juga berlaku terhadap Wajib
Pajak yang menyatakan hanya merpunysi satu gerai/outlet. Dalam nal
Wajib Pajak dapat nmembuktikan kemacdian bahwa gersi/cutlet tersebut
merupakan satu-satunya tempat usane vang dimiliki, maka pembayaran
1% tersebut dapat diperh@tungkar: calam S8PT Tahunan untuk tahun
yang bersangkutan. _

9.4, Daiam hal! Wajik Fajak orang pribadi pengusaha
tertentu juga memenuhi pérsyarvatan untuk dikukuhkan sebagai PKP
Pedagang Eceran, supaya ﬁiber;kan penje_asan mengenal kewajiban
menghitung dan membayar PPN masa sebesar 2% darl peredaran usaha
untuk setiap masa pajak.

9.5. Tata cara penentusn Lesarnya peredaran usaha dalam
rangka menghitung nesarnya pembayaran angsuran PPh pasal 25 dalam
tahun berijalan dilakukan berdasar=an ketsntuan yang berlaku.

)

10. Pelaksanaar ekstensifikasi wWeiib Pajak dan intensifikasi
pajak pada tahun 2301.Khusus © tahun 2001, pelaksanaan
ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dilakukan
dengan memperhatikan hal-hal sebagei berilkut

10.1. Teraiadap Wajib Fajak vang berusaha di  sentra
perdagangan atau perbelanjaan ataia pertokoan atau perkantoran atau
mal atau plaza ataa sentra perdagancan lainnya, selurubhnya
dilakukan P8I sebagaimana dimakszud pada angka 8.2;

10.2. Kegiatan sebagaimana cimaksud pada angka 10.1 akan
merupakan kegiatan pendataan u.ang ‘hadap waijib pajak {(apdating
data) yang dilakukan setiap tigs zah sakall ateu ditentukan lain
oleh Kakanwil DJP, sesuai dengan «<ondisi wilayah atau perkembangan
skonomi. 5

1. Pengawasan. :

Dalam rancka pengawasan kegiazan ekstensifikas.: Wajib
Pajak dan intensifikasi; pajak egar berjalan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, pelaksara keglatan diwajibkan memonitor
pelaksanaan kegiatan tarsébut, dencan xetaentuan sebagai berikut

11.1. Setiap tim pelaisana hkegiztan ekstensifikasi Wajib
Pajak dan intensifikasi pajak, e a berkala membuat laporan
hasil pelaksanaan kegiatan ekst F

| fikasi Wajib Pajak dan
intensifikasi pajak untuk di<ompilasi oleh Kepala Seksi PDI,



dengan bentuk sebagairmana terlavpir pade Lempiran VII Surat Edaran
ini. ;

11.2. Kepala Kaﬁtor Penyuiuben Pajak bertanggung Jawab
atas pelaksanaan kegiatan fikasi Wajib Pajak dan
intensifikasi pajax di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan
nasil kegiatan ekstensifikasi Waiid Pajak dan intensifikasi pajak
tersebut kepada Kepala KPP atasannys, dengan menggunakan bentuk
laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Surat Edaran ini.

11.3. Kepala KPP bertarggung Jawab untuk mengawasi
pelaksanaan kegiatan ekstensifikssi Wajib Fajak dan intensifikasi
pajak di wilayahnya, can secara pesricdik nelaporkan hasil kegiatan
ekstensifikasi Waj.b Fajak dan intensifikasi pajek tersebut kepada
Kakanwil DJP atasarnya, dengen wmenggunakan  bentuk laporan
sebagaimana terlampir padé Lampivan IX Surat Edaran ini.

11.4. Kakanwil @J? bertanggung jawab untuk mengarahkan
dan mengawasi pelaksanaan kegiatan arstensifikasl Wajib Pajak dan
intensifikasi pajasx do wilayahnys, dan secara periodik melaporkan
hasil kegiatan ekstensifikasi Wedios rajak dan intensifikasi pajak
tersebut kepada Direktur Jenderal Fajak cg. Direktorat informasi
Perpaiakan, dengan  menggunalan bentuk laporan sebagaimana
terlampir pada Lampiran X |[Surat Edaren ini.

1z, Terhitung sejak tanggal Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak ini, maka Surat  Edaran 2irekiur Jenderal Pajak yang
berkaitan dengan pelaksénaan ekstensifikasi Waijib Pajak yang
diterbitkan sebeluanya dah bertentangan dengan Surat Edaran ini,
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dilaksanakan dengan seoaik-balknye.

DIREKTUR JEMNDERAL,
ttd,

HADI POERNOMO
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